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Daftar Pustaka
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan waralaba mikro terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan di kota Palembang. Untuk mengetahui bagaimana dampak keberadaan waralaba mikro terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan, peneliti akan menggunakan metode survey. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah keberadaan waralaba mikro dan pemberdayaan perempuan. Data primer yang digunakan adalah berupa wawancara terstruktur dari kuesioner yang telah dibangun mengenai keberadaan waralaba mikro dan pemberdayaan perempuan. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai mengenai waralaba mikro yang ada di kota Palembang yang berasal dari instansi terkait. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.
Kata kunci : Waralaba micro, pemberdayaan.

BAB I 
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Waralaba mikro merupakan instrument yang kuat untuk mengurangi angka kemiskinan, menciptakan kesempatan di negara yang sedang berkembang melalui pemberdayaan perempuan. Secara spesifik, waralaba mikro akan berjalan baik ketika sejalan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh kaum perempuan, mudah untuk dikelola tanpa pelatihan bisnis secara formal, dapat didokumentasikan dan sistematis sehingga dapat menguntunkan kedua belah pihak baik bagi franchisor dan franchise. Beberapa kajian literature menyatakan bahwa waralaba mikro merupakan instrument yang kuat untuk mengurangi angka kemiskinan, menciptakan kesempatan di negara yang sedang berkembang melalui pemberdayaan perempuan. Model waralaba mikro ini dikategorikan sebagai model baru yang pada akhirnya nanti tidak saja menciptakan wirausaha-wirausaha mikro tapi juga untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat khususnya perempuan (Kuzu, 2006). Hurlimann (2011) mendeskripsikan bahwa konsep waralaba mikro merupakan salah satu instrument selain mikro konsinyasi untuk memberdayakan kaum perempuan yang berada dalam golongan miskin. Selama ini waralaba mikro belum diteliti lebih mendalam dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan. Kajian literature dan penelitian  hanya memfokuskan diri pada konsep dan waralaba secara umum. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan waralaba mikro terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan. Melalui penelitian ini diharapkan ada kontribusi terhadap program-program pemberdayaan perempuan. 
1.2 Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan pemberdayaan perempuan melalui keberadaan waralaba mikro (micro franchising) di kota palembang?
1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan / menggambarkan secara kongkret dan jelas mengenai dampak keberadaan waralaba mikro terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan di Kota Palembang.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memberi masukan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui adanya keberadaan waralaba mikro.
1.5 Luaran Penelitian

Luaran penelitian yang akan dicapai antara lain:

1. Publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN

2. Prosiding pada seminar ilmiah berskala nasional
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pemberdayaan 

Konsep empowerment, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti “Pemberdayaan“ yang merupakan sebuah konsep yang terbentuk sebagai bagian dari perkembangan ide-ide masyarakat dan kebudayaan barat, utamanya di Eropa. Konsep empowerment mulai ada sejak dekade 70-an, dan kemudian berkembang terus secara bertahap  selama dekade 90-an  dan pada akhir abad ke 20-an. Konsep ini telah menjadi sebuah ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri yang menjadi dasar dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) (Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (editor) : 1996 : 56-57). Ditambah dengan konsep empower yang diterjermahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti memberdayakan. Menurut kamus Oxford English ditemukan kata “ empower” yang mengandung arti yakni memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain atau keberdayaan (Keppi sukesi dkk : 2002 : 16-17). pendapat Kindervatter mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupaka proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat (Anwar : 2007 : 77) . 

Hopson dan Scally menyatakan individu yang lebih berdaya menampakkan sikap-sikap : terbuka kepada perubahan, asertif, proaktif, bertanggungjawab, terarah, sensitif, suka belajar dari kesalahan, berani maju, kekinian, realistik, berpikir relatif, mencari alternatif, mengembangkan komitmen, menghargai dirinya, mengevaluasi orang, peka terhadap masyarakat, menyenangi orang banyak, mengacu ke kehidupan selaras, serasi dan seimbang. Hopson dan Scally juga mengungkapkan bahwa pemberdayaan diri dan kelompok dapat menjadi lebih berdaya dengan mempelajari/pelatihan keterampilan-keterampilan hidup (life skills training). Lebih lanjut dalam hal pemberdayaan melalui pembelajaran pelatihan keterampilan-keterampilan hidup (life skills) menurut Nadler (1982) mengungkapkan bahwa pelatihan (training) adalah pembelajaran pengembangan individual yang bersifat menDesak karena adanya kebutuhan sekarang. ( Anwar : 2007 : 78 : 103-105).

Menurut Suhendra  bahwa pemberdayaan adalah suatu  kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbetuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya. Selanjutnya pemberdayaan menurut ife pada tahun 1995 adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung “ empowerment aims to increase the power of  disadvantages atau maksudnya ialah bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung) (Suhendra : 74-77). 

Menurut Randy & Riant (2007) sebagai proses, pemberdayaan memiliki tiga tahapan diantaranya yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. 1). Tahap penyadaran :sasaran yang akan diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Apabila yang menjadi sasaran pemberdayaan tersebut ialah para kelompok miskin, maka kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka bisa menjadi kaum menengah keatas bila mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Tahap penyadaran ini bisa dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Dengan demikian sasaran memahami bahwa mereka butuh diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka. 2).Tahap pengkapasitasan : pada Tahap ini bahwa Pengkapasitasan (capacity building) bisa juga disebut seagai  memampukan atau enabling. Hal ini sasaran harus mampu lebih dulu sebelum yang bersangkutan diberi daya atau kuasa. Jadi, pada prinsipnya sasaran agar diberikan lebih dahulu program pemampuan untuk membuat sasaran mempunyai keahlian atau keterampilan (skillfull) atau mampu  dalam mengelola sesuatu yang akan menjadi  sasarannya dalam menerima daya atau kuasa. Proses memampukan sasaran sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi, dan sistem nilai seperti halnya  melakukan pelatihan, workshop, seminar, simulasi, dan lainnya. Pada hakekatnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia supaya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.Pengkapasitasan organisasi bisa dilaksanakan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang akan menerima daya.  Pengkapasitasan sistem nilai dilaksanakan setelah manusia dan wadahnya dimampukan atau dikapasitaskan.  Sistem nilai merupakan  aturan main atau rule of the game. Pada level organisasi, sistem nilai seharusnya tertuang dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Peraturan organisasi, dan sejenisnya. Pada level yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika, dan good governance.  Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu sasaran dan membuatkan aturan main (rule of the game) di antara mereka sendiri. 3). Tahap pendayaan : pada tahap pendayaan dilakukan dengan cara pemberian daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang  atau kesempatan kepada sasaran. Pemberian ini harus disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki sasaran. Pada hakekatnya   proses pemberian daya atau kekuasaan harus disesuaikan dengan kecakapan penerima. Selanjutnya untu pemberdayaan perempuan itu menurut pendapat Karl (1995)  mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembentukan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Menurut Argumen Vargas pada tahun 1991 mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan menyangkut perolehan suara, mobilitas, dan penampilan di depan umum. (Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, 1996 : 63 ). Kalyanamita mendifinisikan pemberdayaan perempuan adalah penguatan perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik berdasarkan pada keterkaitan antara kebebasan pribadi dan aturan masyarakat yang berlaku (http : // nmc.ppk.or.id diakses tanggal 17 Januari 2012 jam 13.00 WIB ). Menurut Rifai pada tahun 1996 dalam penelitiannya pemberdayaan perempuan merupakan memberikan kemampuan memotivasi perempuan dalam menunjukan wujud sosok perempuan aktor transformasi dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga yang ditopang oleh tiga wujud penampilan mereka, yaitu sebagai dirinya (self), ibu rumah tangga, dan sebagai kader PKK (Anwar : 2007 : 90) Berdasarkan argumen moser, inti dari strategi pemberdayaan (empowerment) sebenarnya bukan bertujuan  menciptakan perempuan yang lebih unggul daripada laik-laki, namun pendekatan pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan, tetapi pendekatan tersebut  lebih berupaya untuk menidentifikasi pada kekuasaan perempuan bukan sekadar dalam kerangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal (Bagong Sugianto dan Emy susanti Hendrarso (penyuting) : 1966 : 154
2.2 Perempuan dalam Sejarah Politik di Indonesia 

Dalam perjalanan sejarah di beberapa wilayah di Indonesia, kita mengenal beberapa tokoh perempuan yang menduduki posisi tinggi. Dalam sejarah Aceh misalnya, ada empat orang yang pernah menjadi Sultanah (sultan perempuan). Menurut tradisi Kerajaan Aceh, yang berhak menjadi raja/sultan adalah anak laki-laki tertua dari permaisuri, bila tidak ada maka bolehlah kaum perempuan. Jadi, tetap saja perempuan menempati prioritas setelah kaum laki-laki. Ketika Sultan Iskandar Thani meninggal dunia pada tahun 1641,  dengan tidak meninggalkan anak, maka isterinya diangkat sebagai Sultan Aceh dengan gelar Sultanah Syafiatuddin Syah. Penobatan ini bukannya tanpa perdebatan lebih dahulu di kalangan ulama. Barulah setelah Tengku Abdurrauf dari Singkel, seorang ulama terkemuka di Kerajaan Aceh waktu itu, mengemukakan pendapatnya bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan pemerintahan, maka penobatan pun bisa dilangsungkan dengan selamat. Sultanah Syafiatuddin Syah berhasil bertahan memerintah hingga wafatnya pada tahun 1675. Ia kemudian digantikan berturut-turut oleh tiga orang raja perempuan yaitu Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678),  Ratu Inayat Zakiatuddin Syah (1677-1688),  dan Ratu Kamalat Zainatuddin Syah (1688-1699).  

Selain para sultanah,  tidak boleh dilupakan adalah seorang wanita Aceh yang gagah berani yaitu Keumalahayati, yang menjadi Laksamana Kerajaan Aceh (Admiral) yang menjadi salah seorang pemimpin armada laut pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayatsyah (1589-1604).  Seorang wanita Aceh terkemuka lainnya, yang berjuang melawan Belanda, yaitu Cut Nyak Dhien, menduduki peran penting yaitu memimpin perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda, setelah suaminya, Teuku Umar, gugur ditembak Belanda. Cut Nyak Dhien yang dilahirkan tahun 1848 itu, tidak mengenal kata menyerah, ia berjuang dari jurang ke jurang, dari hutan ke hutan,  bahkan setelah ia dibuang ke Sumedang, ia tetap berjuang dan wafat di pembuangannya. Pejuang lainnya dalah Cut Nyak Meutia, yang lahir pada tahun 1870, dan gugur ditembak Belanda pada tahun 1910 setelah memimpin perjuangan bersenjata yang sangat keras (Sofyan et al., 1994: 28-96).

Jangan lupa pula dalam sejarah Jawa, disebutkan tentang adanya Ratu Sima, seorang Raja dari Kerajaan Kalingga abad ke-7 yang dikenal sebagai raja yang adil bijaksana.  Kemudian seorang ratu yang terkenal dari Majapahit yaitu Sri Gitarja bergelar Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328-1350), ibunda Raja Hayam Wuruk dan Ratu Suhita yang memerintah antara 1429-1447 (Soekmono, 1995: 36-37,.70-71). Orang juga tidak pernah melupakan seorang Ratu dari Jepara, yang telah disebut di atas yaitu Ratu Kalinyamat, yang bukan saja menduduki jabatan politik tertinggi di Jepara pada abad ke-16, tetapi ia juga adalah seorang ratu yang berani menggempur Portugis di Malaka. Bahkan, ia juga mempersiapkan kapal-kapal penggempur yang dibuat di galangan kapal miliknya yang sangat besar (De Graaf, 1985: 127-131).

Dalam perjalanan sejarah Kesultanan Banten, pernah juga seorang perempuan menduduki jabatan sebagai Mangkubumi Banten yaitu Ratu Syarifah Fatimah, terlepas dari citranya yang kurang baik. Ia menduduki jabatan ini pada tahun 1748, dengan terlebih dahulu menyingkirkan para pewaris yang sah atas bantuan VOC (Lubis, 2004:71-72). Di Sumedang, pada abad ke-18 pernah ada seorang perempuan yang menjadi bupati dan dikenal sebagai Dalem Isteri Raja Ningrat (1744-1759). Puteri sulung Pangeran Kusumahdinata ini diangkat menjadi bupati karena ketika ayahandanya meninggal, ketiga adik laki-lakinya belum dewasa, cucu sulungnya yang laki-laki juga masih kecil. Lima belas tahun bukan waktu yang sebentar untuk memerintah sebuah kabupaten yang wilayahnya cukup luas. Sebenarnya juga, leluhur Bupati Isteri ini ada yang pernah menjadi ratu di Kerajaan Sumedanglarang (bawahan Kerajaan Sunda), yaitu Nyi Mas Ratu  Patuakan yang kemudian digantikan oleh puterinya yaitu Nyi Mas Ratu Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umun. Jadi, setidak-tidaknya di Sumedang pernah ada dua orang Ratu (Raja Puteri) dan seorang bupati perempuan. Ini menunjukkan bahwa ada perempuan (kebetulan dari kalangan atas) Sunda yang memiliki kedudukan sejajar dengan pria, meski tentu ini hanya bersifat kasuistis (Lubis et al., 2008).  Jangan lupa pula bahwa dalam mitologi Sunda dikenal tokoh Sunan Ambu, tokoh utama di kahyangan, yang memiliki para pembantu, para bujangga, yang jelas-jelas laki-laki. Apabila ada permasalahan di Buana Pancatengah, maka para bujangga ini diutus ke bumi untuk menyelesaikan masalah. Ada juga pembantunya yang perempuan yaitu  Pohaci (Sanghyang Sri), yang kadang dikenal sebagai Dewi Sri, dewi padi. Apabila menghadapi persoalan di Buana Pancatengah, maka para bujangga mengadukan persoalan kepada Sunan Ambu, pemilik solusi yang segala bisa.  Setidaknya Sunan Ambu adalah simbolisasi “indung” (ibu) yang memiliki kedudukan sangat terhormat dalam tatanan nilai masyarakat Sunda lama. Kepadanyalah segala persoalan diadukan (Sumardjo, 2003:234-243).
2.3 Pemberdayaan Perempuan : Konsep dan Unsur-Unsur Pemberdayaan Perempuan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, individu maupun institusi harus melakukan intervensi baik secara social, ekonomi maupun budaya. Salah satu intervensi yang telah dilakukan dan telah menjadi konsep yang paling sering muncul adalah pemberdayaan. Istilah pemberdayaan memiliki arti yang berbeda dalam berbagai konteks. Istilah ini meliputi kekuatan dari dalam diri, control, kekuasaan, kepercayaan diri, pilihan, martabat hidup terkait dengan nilai-nilai, kemampuan untuk memperjuangkan hak, kemandirian, pengambilan keputusan secara mandiri, bebas, terbangun dan kapabilitas (Narayan, 2002). Pengertian ini melekat pada nilai-nilai lokal dan system kepercayaan. Sedangkan konsep pemberdayaan perempuan secara teoritis berarti “Empowerment as altering relations of power…which constrain women’s option and autonomy and adversely affect health and well being. (maholtra, 2002)”. Kabeer (2001), Longwe (1989, 1991 dalam mayoux, 2005) menyatakan 5 unsur utama yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan, yaitu:

1. Kesejahteraan (Welfare)

Kesejahteraan ini dibagi ke dalam tiga unsur berikut (Claros dan Zahidi, 2005). Pertama, Partisipasi ekonomi perempuan yang tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. Kedua adalah pencapaian pendidikan. Aspek ini paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, peerempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik. Ketiga adalah kesehatan dan kesejahteraan, yang merupakan konsep yang terkait dengan dengan perbedaan substantial antar gender dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi dan untuk mengemukakan keselamatan fundamental dan integritas individu.

2. Akses (Access)

Akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk memperoleh hak terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja dan semua pelayanan public yang setara dengan perempuan. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan akses penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktifitas ekonomi dan social mereka serta mempengaruhi lingkungan tempat mereka tinggal. Tanpa akses, serta pemahaman dan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin akan termajinalisasi dari komunitasnya, negaranya bahkan dunia.

3. Konsientisasi (consientitation)

Konsep ini berisi pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender. Dalam hal ini melalui pemberdayaan perempuan akan tercipta pemahaman bagi perempuan dan lingkungannya mengenai perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender dalam bermasyarakat.

4. Partisipasi (Participation)

Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, kebijakan, perencanaan dan administrasi. Partisipasi ini berarti adanya keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal dan suara perempuan dalam ikut serta memformulasi kebijakan untuk mempengaruhi masyarakat (Claros dan Zahidi, 2005)

5. Kesetaraan dalam kekuasaan (Equality of Control)

Hal ini berarti adanya kesetaraan dalam kekuasaan atas factor produksi dan distribusi serta keuntungan. Dengan demikian baik perempuan dan laki-laki berada dalam posisi yang sama-sama dominan.
Gambar 1. Aspek Pemberdayaan Perempuan
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2.4  Microfranchising (Waralaba Mikro): Konsep Dasar, Prosedur dan Peranannya Terhadap Pemberdayaan Perempuan

Microfranchising berakar pada tradisional waralaba, yang pada prakteknya adalah menyalin bisnis yang telah sukses berjalan dan mereplikasikan model usaha tersebut di lokasi lain dengan mengikuti suatu set system yang  konsisten dan jelas dari sisi proses dan prosedur. Secara konseptual, dalam sistem waralaba, seorang pemberi franchise (franchisor) yaitu yang memiliki hak penuh atas keseluruhan usaha menjual  atau system usahanya pada penerima franchise (franchisee). Secara tipical, franchisor mengawasi aspek makro dari usaha seperti membuat dan memasarkan merek yang dimiliki, pengadaan input, pembaharuan model usaha, rekrutmen karyawan dan pelatihan karyawan. 

Kekuatan dari model waralaba adalah model usaha tersebut sudah teruji dan berjalan dengan sukses. Dalam artian, jika model usaha tersebut sudah teruji maka model usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai waralaba. Keuntungan dari model usaha ini adalah, jika seorang pengusaha telah memiliki lisensi waralaba maka mereka mendapat kepastian mengenai outlet-outlet yang ada dan dapat beroperasi dengan resiko yang minimal. Keuntungan yang didapat franchisor adalah mereka mendapatkan keuntungan secara kontinu dari franchisee dengan kewajiban memberikan pelatihan dan dukungan kepada franchisee dalam menjalankan usahanya untuk terus sukses.

Dibandingkan dengan melakukan usaha secara individu, seorang franchisor memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi yang lebih baik dengan para pemasok serta mampu untuk mencapai skala ekonomi di bidang lain, seperti disain produk, penggunaan dan pengembangan teknologi baru serta pengembangan rantai pasok (supply chain) yang dimiliki. Disisi lain, seorang franchisor biasanya memiliki persiapan lebih baik untuk focus pada pemasaran dan pertumbuhan usaha. Lebih lanjut, dengan kehadiran seorang franchisor, adanya inovasi yang tumbuh dari satu franchisee akan cepat diimplementasikan ke seluruh jaringan franchisee yang ada.

Konsep waralaba mikro pada dasarnya sama dengan konsep waralaba yang ada. Hanya, system waralaba mikro lebih memfokuskan diri pada pengembangan keuntungan lebih kepada penerima frachisee  (microfranchisee) dan efisiensi penyampaian produk barang dan jasa ke konsumen berpenghasilan rendah. Dalam waralaba mikro, terjalin kerjasama antara wirausaha sukses yang berjiwa social dan kelompok masyarakan yang termotivasi untuk menciptakan usaha sendiri tapi memiliki kekurangan modal dan kemampuan untuk menjalankan usahanya. Intinya, konsep waralaba mikro ini adalah replikasi usaha untuk para franchisee yang memiliki modal sedikit dan sasarannya adalah konsumen berpenghasilan rendah (Gibson, 2007). Walaupun system yang dijalankan waralaba mikro berbeda dengan waralaba yang ada baik dari sisi ukuran dan skala usaha. Waralaba mikro dapat berperan sebagai ekonomi akselerator di negara yang sedang berkembang karena konsep waralaba yang umum saat ini adalah hanya cocok diaplikasikan pada negara maju. Disisi lain, waralaba mikro juga dapat member keuntungan pada perusahaan-perusahaan lain karena mereka dapat menyediakan pilihan untuk perusahaan menjual produk dan jasanya pada konsumen berpenghasilan rendah.
Tabel 1. 
Perbandingan Program Donasi, Konsinyasi Mikro,

 Waralaba Mikro dan Kredit Mikro 
	
	Jenis Program

	
	Donasi
	Micro Consignment
	 Micro franchising
	Micro Credit

	Resiko untuk Pengusaha
	Tidak ada
	Rendah
	Sedang
	Tinggi

	Menghasilkan Model Bisnis yang Teruji
	Tidak ada
	Ada
	Ada
	Tidak ada

	Tujuan
	Kelangsungan hidup
	Menumbuhkan kesempatan berwirausaha dengan model bisnis yang sudah pasti dan teruji
	Sumber modal untuk melakukan usaha secara individu


        Sumber:  “The Microconsignment Model” Website – Model Comparison: 

         http://microconsignment.com/model-comparison
Model waralaba mikro ini dikategorikan sebagai model baru yang pada akhirnya nanti tidak saja menciptakan wirausaha-wirausaha mikro tapi juga untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat khususnya perempuan (Kuzu, 2006). Hurlimann (2011) mendeskripsikan bahwa konsep waralaba mikro merupakan salah satu instrument selain mikro konsinyasi untuk memberdayakan kaum perempuan yang berada dalam golongan miskin. 

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan / menggambarkan secara kongkret dan jelas mengenai dampak keberadaan waralaba mikro terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan di Kota Palembang.
3.2 Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

1) Bersifat teoritis, hasil penelitian ini digunakan untuk pengembangan ilmu  pengetahuan sosial dalam menambah pengetahuan masyarakat dan dunia pendidikan khususnya. khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan melalui keberadaan waralaba mikro. Peneliti berharap  hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai media dalam mengimplementasian berbagai teori yang sudah ditelaah, dan kemudian dapat berguna dalam pengembangan, pemahaman, penalaran, dan pengalaman peniliti, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya. 
2) Bersifat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman, masukan dan sumbangan kepada lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui adanya keberadaan waralaba mikro
BAB IV

 METODE PENELITIAN
4.1 Desain dan Tahapan Penelitian
Uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci, yang  meliputi: Untuk mengetahui bagaimana dampak keberadaan waralaba mikro terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan, peneliti akan menggunakan metode survey. Kerlinger dalam Sugiyono mengemukakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sample yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variable sosiologis maupun psikologis. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu : variabel (X)  keberadaan waralaba mikro, dan variabel (Y) pemberdayaan perempuan.
4.2 Teknik Pengambilan Data

Teknik Pengambilan Data dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara mendalam (Indeepth Interview) terhadap informan. 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam (M. Iqbal hasan : 2002). 
2. Teknik observasi. 
Teknik ini merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan bisa dikerjakan secara terlibat (partisipatif) ataupun non-partisipatif. peneliti dalam mengikuti  aktivitas keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu. (Muhammad idrus : 2009). 
3. Studi Dokumentasi merupakan teknik penguumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subyek peneletian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan bisa berupa buku laporan, cacatan khusus dalam dan dokumentasi lainnya. (M. Iqbal Hasan ;  2002). Dalam studi dokumentasi ini untuk menghasilkan data sekunder. 
4. Teknik Keabsahan Data dilaksanakan melalui triagulasi sumber data menurut Norman K. Dekin merupakan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam teknik tersebut untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu data informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber informan dengan menggunakan berbagai teknik.

4.3 Informan Peneliti
Teknik Penetapan Informan Penelitian dilakukan melalui teknik Accidental Sampling yaitu penggalian informasi dengan mengambil informan yang diambil secara kebetulan yang ada dan siapa saja yang dijumpainya oleh peneliti dan dianggap bisa mewakili sebagai informan dalam memberikan informasi mengenai sumber data yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut. Teknik ini sangat mudah, murah dan cepat untuk dilakukan. Kedua, Informan selanjutnya dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan  pertimbangan dan tujuan / maksud tertentu dalam mengambil informan yang terpilih betul sebagai representatif dari segala lapisan informan yang telah ditunjuk oleh peneliti dan dianggap paling tahu mengenai masalah penelitian tersebut (Nasution : 2006). Informan tersebut yaitu : 

1. Kebab Turki

2. Tiki

3. Tela-tela

4.4 Jenis dan Sumber Data
1.   Data primer 
Data primer yang digunakan adalah berupa wawancara terstruktur dari kuesioner yang telah dibangun mengenai keberadaan waralaba mikro dan pemberdayaan perempuan. 
2.   Data sekunder 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai mengenai waralaba mikro yang ada di kota Palembang yang berasal dari instansi terkait.
4.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis data. Menurut pendapat Huberman dan Miles (1992) yaitu menyebut analisis data sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu  melalui tahap reduksi data, penyajian data/display data, dan penarikan kesimpulan/verifiksai. Berikut ini penjelasan masing-masing proses analisis data tersebut :a ). Tahap reduksi data : proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan , dan transformasi data kasar yang muncul dari cacatan-catatan tertulis dari lapangan. b). Penyajian data/ display data : sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, peneliti tidak terburu-buru untuk  menghentikan kegiatan display data ini sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan. c). Penarikan kesimpulan / verifikasi : pada analisis data ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. (Muhammad idrus : 2009 : 147- 158)

BAB V

HASIL YANG DICAPAI
5.1 Hasil
Untuk menjawab permasalahan mengenai pemberdayaan perempuan pemilik microfranchising di kota Palembang adalah observasi dan wawancara terhadap informan. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan pemilik microfranchising dengan daftar sebagai berikut:
1. Kebab Turki

2. Tiki

3. Tela-tela

Sedangkan daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan adalah sebagai berikut:

	1. Demografi Informan
	-  Nama franchise

-  Aktivitas utama

-  Lokasi

-  Jumlah karyawan

-  Lama usaha

- Usia Informan

- Pendidikan informan

	2. Pemberdayaan Perempuan
	- Status

- 


5.2 Karakteristik Informan
5.3 Analisis

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tahapan berikutnya yang dilakukan adalah melakukan analisis data dari hasil wawancara tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya mengidentifikasi dan memahami struktur sosial (sistem kelembagaan dan individu) tata hubungan antar lembaga dan atau individu pada lingkungan sosial tertentu serta untuk melihat pemberdayaan perempuan pemilik microfranchising di Kota Palembang. 
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa yang ditemui tim peneliti. Dalam masalah administratif microfranchising mengenai kepemilikan microfranchising. Dalam hal ini sangat sedikit kepemilikan microfranchising yang dimiliki oleh perempuan, sehingga menyulitkan dalam melakukan survey, pendataan, observasi dan wawancara. Hal lain yang menghambat proses penelitian ini adalah masalah organisasi pelaksana, dimana kesulitannya terletak pada internal team pelaksana kami yang masih belum bisa sepenuhnya dalam managemen waktu dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan keorganisasian dan kegiatan kampus sering terabaikan begitu saja. Pada masalah organisasi pelaksana  ini upaya yang kami lakukan dengan menjadwalkan waktu khusus dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Disisi lain, masalah yang kami hadapi dalam hal keuangan adalah minimnya dana yang disetujui oleh Dirjen Dikti sehingga program kami kurang berjalan secara optimal. Upaya yang kami lakukan adalah mengatur kembali sistem keuangan yang akan direalisasikan.
7.2 Saran

Harus ada program intensifikasi administrative bagi perempuan pemilik microfranchising sehingga lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang berwirausaha dengan cara memiliki microfranchising. 
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